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PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL 
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER 

(AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL 
TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON) 

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tanggal 10 Juli 2005) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa Vienna Convention for the Protection of the 

Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances 
that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and 
Amended by the Second Meeting of the Parties Lon­
don, 27-29 June 1990 telah disahkan melalui 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 199.2; 

b. bahwa Montreal Protocol on Substances that Deplete 
the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol 
Montreal tt::mang Zat-zat yang Marusak Lapisan Ozan, 
Copenhagen, 1992) telah disahkan pula meialui 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 
Tahun 1998; 

c. bahwa pada tanggal 17 September 1997 di Montreal, 
Canada telah diadopsl Amendemen Montreal atas 
Protokol Montreal tentang Bahan-bahan yang 
Merusak Laplsan Ozon yang bertujuan untuk 
mengefektlfkan pelaksanaan Protokol dengan 
memperkuat proaedur pengendallan konsumsl dan 
produksl bahan perusak laplsan ozon; 

d. bahwa lndoneala perlu mengembangkan slstem 
perlzlnan dalam rangka pengawasan dan pengen· 
dallan lmpor dan perdagangan untuk menceeah 
perdagangan llegal bahan peru11k lapl11n ozon; 

e. bahwa lndoneela m11lh memerlukan Methyl 
Bromide untuk prapengapalan, karantlna dan 
penylmpanan di gudang yang hanya dapat dllmpor 
dan dlek1por darl dan oleh Neg ra yang telah 
mengeaahkan Amendemen; 

f. b1hw1 berd1111rk n p rtlmb ngan aebagalm na 
dlmakaud dalam huruf , b, c, d, dan • dlpand ng 
p rlu ming 11hkan Montronl Am ndm nt to tho 
Montronl Protocol on Subct ncH that D pl t th 
O:zon L y r dengan P1r1tur1n Pr11ld n; 

M1nglng1t: 
1. Paaal 41y1t (1) dan P 11111 Undang-Undang Ca11r 

Negara Ropubllk lndon 11 Tahun 1045; 

W11rt1 P1rundana·und11ng1n No. 24B71K11ml1, 11-os.aooa 

2. Undanr,-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 199:· Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian lnternasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4012); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4389); 

5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Pengesahan Vienna Convention for the Protection of 
the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Sub· 
stances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted 
and Amended by the Second Meeting of the Parties 
London, 27·29 June 1990 (Lemb.aran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1992 Nomor eO); 

e. Keputuaan Preslden Nomor 92 Tshun 1998 tentang 
Pengeaahan Montreal Protocol on Substances that 
Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 
(Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Meruaak 
Lapl11n Ozon, Copenhagen, 1992) (Lembaran 
Negara Republlk lndoneala Tahun 1998Nomor105); 

Ml!MUTUSKAN: 

M1notapk1n : 
P!RATURAN P I! IDl!N TENTANQ Pl!NCHIAHAN 
MONTREAL AM NDMSNT TO THE MONTR!AL PRO· 
TOCOL ON U TANC! THAT D!PLSTS TH/I OZONI 
LAYIR (AMl!ND M N MONTR AL ATAI PNOTOl<OL 
MONTN L Tl!NTANQ BAHAN· AHAN VANQ M!RU AK 
LAPI AN OZON). 

Pa11I 1 

M1ng111hk1n Montro I Amondrmmt to tho Montreal 
Protocol on Sub1t1nco1 th t D pl t tho Ozono Layer 
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(Amendemen Montreal atas Protokol Montreal tentang 
Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon), yang 
merupakan hasil Sidang Para Pihak ke-9, tanggal 15-17 
September 1997 di Montreal, Canada, yang naskah aslinya 
dalam bahasa lnggris dan terjemahannya dalam bahasa 
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden 
ini. 

Pasal 2 

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah 
terjemahan Amendment dalam bahasa Indonesia dengan 
naskah aslinya dalam bahasa lnggris sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah 
naskah aslinya dalam bahasa lnggris. 

Pasal3 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Juli 2005 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Juli 2005 

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. HAMIDAWALUDIN 

LEMBARAN NEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 
2005 NOMOR 59 

Warla Perundang-undangan No. 2487/Kamis, 11-08-2005 

AMENDEMENMONTREAL 
AMENDEMENATASPROTOKOLMONTREAL 

YANG DIADOPSI OLEH PERTEMUAN 
KESEMBILAN PARA PIHAK 

PASAL 1 : AMENDEMEN 

A Pasal 4. avat 1 qua 
Ayat berikut wajib dimasukkan sesudah Pasal 4 ayat 
1 ter dari Protokol: 
1 qua. Dalam satu tahun sejak tanggal ayat ini berlaku, 
setiap Pihak wajib melarang impor bahan yang 
dikendalikan dalam Lampiran E dari Negara 
manapun yang bukan pihak pada Protokol ini. 

B. Pasal 4, ayat 2 qua 
Ayat berikut wajib dimasukan sesudah Pasal 4 ayat 2 
ter dari Protokol : 
2 qua. Mulai satu tahun sesudah tanggal ayat ini 
berlaku, setiap Pihak wajib melarang ekspor bahan 
yang dikontrol dalam Lampiran E ke Negara mana 
pun yang bukan pihak pada Protokol ini. 

C. Pasal 4. ayat 5, 6. dan 7 
Dalam Pasal 4 ayat 5, 6, dan 7 Protokol, untuk 

perkataan : 

dan Kelompok II dari Lampiran C 
wajib diganti: 
Kelompok II dari Lampiran C dan Lampiran E 

D. Pasal4,ayat8 
Dalam Pasal 4 ayat 8 Protokol, untuk perkataan: 
Pasal 2G 
Wajib diganti: 
Pasal 2 G dan 2 H 

E. Pasal 4 A : Pengendalian perdagangan dengan Para 
Pihak 
Pasal berikut wajib ditambahkan pada Protokol 
sebagai Pasal 4A: 
1. . Apabila, setelah tanggal penghapusan bertahap 

dapat diberlakukan bagi suatu Pihak untuk suatu 
bahan yang dikendalikan, suatu Pihak tidak 
mampu, walaupun telah mengambil langkah­
langkah yang dapat ditempuh untuk menaati 
kewajibannya sesuai Protokol, untuk 
menghentikfln produksi dari bahan-bahan 
tersebut untuk konsumsi domestik, kecuali 
untuk penggunaan yang disetujui oleh Para 
Pihak sebagai sesuatu yang esensial, Pihak 
tersebut wajib melarang ekspor bahan bekas, 
hasil daur ulang, dan hasil reklamasi, kecuali 
untuk tujuan pemusnahan. 
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2. Ayat 1 dari Pasal ini wajib dilaksanakan tanpa 
mengabaikan pelaksanaan Pasal 11 Konvensi 
dan prosedur ketidaktaatan yang dikembangkan 
sesuai Pasal 8 Protokol. 

F. Pasal 4 B: Pemberian Lisensi 
Pasal berikut wajib ditambalikan pada Protokol 
sebagai Pasal 48: 
1. Setiap Pihak wajib, selambat-lambatnya pada 

tanggal 1 Januari 2000 atau dalam waktu tiga 
bulan sejak tanggal pasal ini mulai berlaku bagi 
Pihak, kapan pun setelah ~anggal pember­
lakuannya, membentuk dan melaksanakan 
suatu sistem untuk pemberian li~ensi impor dan 
ekspor bahan yang dikendalikan yang baru, 
bekas, hasil daur ulang, dan hasil reklamasi 
dalam Lampiran A, B, C, dan E. 

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1 Pasal ini, Pihak 
mana pun yang menjalankan ketentuan Pasal 
5 ayat 1 yang memutuskan bahwa Pihak tersebut 
tidak dalam suatu posisi untuk membentuk dan 
melaksanakan suatu sistem untuk pemberian 
lisensi impor dan ekspor bahan yang 
dikendalikan dalam Lampiran C dan E, dapat 
menunda mengambil langkah-langkah tersebut 
sampai tanggal 1 Januari 2005 da.n 1 Januari 
2002, secara berturut-turut. 

3. Setiap Pihak wajib, dalam waktu tiga bulan dari 
tanggal penetapan sic;tem pemberian lisensi, 
melaporkan kepada Sekretariat mengenai 
pembentukan dan pelaksanaan sistem tersebut. 

4. Sekretariat wajib secara berkala menyiapkan 
dan mengedarkan kepada Para Pihak suatu 
daftar Para Pihak yang telah melaporkan kepada 
Sekretariat mengenai sistem perizinannya dan 
wajib meneruskan informasi tersebut kepada 
Komisi Pelaksana untuk pertimbangan dan 
rekomendasi yang sesuai kepada Para Pihak. 

1 Varta Perundang-undangan No. 2487/Kamis, 11-08-2005 

PASAL2: HUBUNGAN DENGANAMENDEMEN 1992 

Tidak ada Negara atau organisasi integrasi ekunomi re­
gional yang dapat mendepositkan suatu instrumen 
ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi pada 
Amendemen ini kecuali jika Negara atau organisasi 
tersebut sebelumnya, atau secara simultan, telah 
menyampaikan salah satu instrumen tersebut di atas 
terhadap Amendemen yang diadopsi pada Sidang ke 
Empat Para Pihak di Copenhagen, 25 November 1992. 

PASAL3:PEMBERLAKUAN 

1. Amendemen ini wajib mulai berlaku pada 1 Januari 
1999, dengan syarat sekurang-kurangnya dua puluh 
instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan 
Amendemen telah didepositkan oleh Negara atau 
organisasi integrasi ekonomi regional yang meru­
pakan Para Pihak pada Protokol Montreal mengenai 
Bahan yang Merusak Lapisan Ozon. Dalam hal 
kondisi ini tidak dipenuhl pada tanggal tersebut, 
Amendemen wajib mulai berlaku pada hari kesem­
bilan puluh setelah kondisi tersebut telah dipenuhi. 

2. Untuk tujuan dan ayat 1, instrumen apa pun yang 
didepositkan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi 
regional wajib tidak dihitung sebagai tambahan pada 
instrumen yang didepositkan oleh Negara anggota 
dari organisasi tersebut. 

3. Setelah pemberlakuan Amendemen ini, sebagai­
mana disyaratkan menurut ayat 1, Amendemen ini 
wajib mulai berlaku bagi Pihak lain mana pun pada 
Protokol pada hari kesembilan puluh setelah tanggal 
deposit instrumen ratifikasi, penerimaan, atau 
penyetujuan. 

Catatan Redaksl : 
Lampiran dalam bahasa lnggris tidak dimuar 
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